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Tantangan global seperti ancaman
keamanan, ketidakstabilan politik,
institusi politik dan pemerintahan
yang rapuh, perpecahan etnis dan
agama, kebangkitan ideologi fun-
damentalis, ekonomi yang tidak
stabil, kondisi iklim yang keras,
pemilih yang terpolarisasi, ketim-
pangan dan diskriminasi, pem-
batasan akses terhadap keadilan,
dan konflik bersenjata adalah
faktor — faktor yang berkontribu-
si terhadap pembatasan hak atas
kebebasan  berkumpul secara
damai dan berserikat di wilayah
tersebut. Hal itu juga yang menja-
di alasan kualitas kebebasan ber-
kumpul menjadi salah satu topik
problematik yang membayangi
situasi demokrasi dan penegakan

hukum, terutama di Indonesia.
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Terhitung sejak 2015 hingga 2018,
KontraS mendokumentasikan 1.056
peristiwa dari seluruh provinsi di

Indonesia yang menyangkut

pembatasan kebebasan

berkumpul secara damai.
Dengan menggunakan pemantauan
media, KontraS memantau peristi-
wa-peristiwa pelanggaran HAM, ter-
masuk hak atas kebebasan berkumpul
yang terjadi selama empat tahun tera-
khir (2015-2018). KontraS menyadari
angka itu merupakan angka yang ter-
dokumentasi. Terbuka peluang untuk
kurang atau bahkan secara hipotesis:

melebihi yang tercatat (dark number).

Jawa Barat  Yogyakarta Papua

Peristiwa ini membawa berbagai isu
spesifik termasuk melibatkan baik
aktor negara maupun non-negara
dalam melakukan intervensi pada
kegiatan-kegiatan yang seharusnya
dilindungi sebagai bagian dari hak
untuk berkumpul.
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(o) Adanya  keterlibatan
. aparat negara.

s

Adanya momentum ter-

N tentu yang mendorong
pembatasan kebebasan
berkumpul.

Adanya ancaman
terhadap kebebasan
akademik.

Adanya peraturan pe-
rundang-undangan
yang melegitimasi pem-
batasan terhadap kebe-
basan berkumpul.

Infografis ini dirangkum dari
laporan  KontraS mengenai
Situasi dan Kondisi Kebebasan
Berkumpul 2015 - 2018

Komisi Untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan




* Lemah dan/atau min-
imnya  pemahaman
aparat negara tentang
kebebasan fundamen-
tal terutama aparatur
negara di bidang kea-
manan

Adanya indikasi relasi
antara aparatur nega-
ra dengan pihak-pihak
yang membubarkan
kegiatan berkumpul

ANCAMAN
Kebebasan
Akademik

Terdapat eskalasi bentuk
dan metode pelangga-
ran hak atas kebebasan

berkumpul

militeris-

Cara-cara
tik dan keferlibatan
militer sendiri dalam
pelanggaran dan
pembatasan hak atas
kebebasan berkumpul

Terdapat peran  akdif
dari  negara  dalom
produksi wacana kon-
tradiktif terhadap HAM
dan kefakutan di mas-
yarakat

Isu anti-komunisme,
kebebasan berkeyak-
inan dan beragama,
dan LGBT menijadi isu
yang paling utama
dalam  pelanggaran
hak atas kebebasan
berkumpul.

Terdapat isu dan mo-
mentum spesifik di
tingkat nasional yang
menyebar ke daerah

Kampus sebagai in-
stitusi  akademik tidak
lepas dari jangkauan
pelanggaran hak atas
kebebasan  berkumpul
yang merusak tatanan
kebebasan akademik

PERATURAN

Perundang
-undangan

* Peraturan perun-
dang-undangan
yang menjadi penye-
bab terjadinya pem-
batasan hak atas ke-
bebasan berkumpul
dengan ftafsir keliru
oleh aparatur pelak-
sana di lapangan

Minimnya ruang akunt-
abilitas dan mekanisme
koreksi yang lemah
mengakibatkan  kebe-
rulangan pelanggaran
hak afas  kebebasan
berkumpul

Peraturan yang ber-
potensi menyebabkan
kriminalisasi dan “bu-
daya” aparat penegak
hukum yang berakibat
terjadinya penyusutan
ruang bagi  mas-
yarakat sipil

* Tafsir sewenang-wenang Aparat Keamanan atas
Kebijokan yang Muncul dari Pemerintah Pusat

Pola Bertilang

Pola pembatasan hak berkumpul meng-
gunakan restriksi aparat penegak hukum
yang tidak terukur.

Pola pembatasan hak berkumpul diar-
ahkan secara khusus kepada kelom-
pok-kelompok sipil yang sebenarnya ten-
gah menggunakan hak konstitusionalnya
untuk menyeimbangkan diskursus negara.

Ketiadaan mekanisme akuntabilitas neg-
ara yang efekiif mampu memberikan
keadilan kepada korban, minimr uang uji
akuntabilitas internal dan eksternal terha-
dap praktik pembubaran paksa dari kebe-
basan berkumpul di beberapa kasus.

Proyeksi

Penggunaan perangkat regulasi yang eksis

dan yang direncanakan

Minimnya penegakan hukum terhadap “peng-

ganggu” kebebasan berkumpul

Semakin biasnya aparatus negara dalam bertindak
Minimnya akuntabilitas tindakan aparatus negara
Keterlibatan Militer dalam isu berulang

Keterlibatan bisnis dan akselerasi pembanguna

Permasalahan terbesar terja-
dinya pelanggaran hak atas
kebebasan berkumpul adalah
minimnya pemahaman peme-
rintah dan aparat kepolisian
terkait standar dan prinsip-
prinsip hak asasi manusia
yang telah dijamin oleh kons-
titusi maupun konvensi atau
perjanjian infernasional yang
diratifikasi oleh Indonesia

Adanya peraturan perundang-
undangan yang pada akhirnya
membuka tafsir secara luas
bagi aparatur keamanan di
lapangan untuk dilaksanakan
(perilaku) secara serampangan
untuk membatasi hak atas ke-
bebasan berkumpul dan kebe-
basan fundamental lainnya.

Konstruksi negara melalui apa-
raturnya dalam menanggapi
beberapa isu sensitif seperti ko-
munisme, LGBT, kebebasan
berkeyakinan dan beragama,
serta pembangunan dijadikan
landasan dalom mengambil ke-
putusan dan tindakan yang me-
ngenyampingkan kewajibannya
untuk menjamin perlindungan
dan pemenuhan hak asasi ma-
nusia warga negara.

Pemerintah daerah tidak menja-
min perlindungan serta pemenu-
han dan justru memiliki andil
atas terjadinya pelanggaran hak
atas kebebasan berkumpul seba-
gaimana yang ferjadi di Kota
Bandung, Yogyakarta, dan

isu Papua

&

Adanya kontrol dan evaluasi dalam ke-
rangka mekanisme korektif dan ruang
akuntabilitas yang dilaksanakan mulai
dari struktur tertinggi yakni Presiden
sampai Kapolri.

Perlunya pengawasan secara ketat ter-
hadap pelaksanaan sejumlah peraturan
perundang-undangan yang berpotensi
tinggi untuk melanggar hak atas kebe-
basan berkumpul secara damai.

Adanya respons dan penanganan dari
negara untuk menanggulangi serta me-
ngelola isu-isu sensitif

Penting untuk memikirkan suatu terobo-
san yang bisa memberikan jaminan
perlindungan kepada para pembela
HAM atas kerja-kerja advokasi, terma-
suk menggunakan hak berkumpul dan
berserikat secara inklusif.

Keterlibatan pemerintah daerah agar
dapat menjamin perlindungan dan
pemenuhan hakatas kebebasan
berkumpul




